SALATIGA

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 24 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 63

TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan petunjuk teknis

pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011 dan sehubungan adanya pergeseran
anggaran pada jenis belanja tertentu, dipandang perlu
untuk mengadakan perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, menunjuk
Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga Tanggal 23 Mei 2011 Nomor 170/035/2011
perihal Pemberitahuan, Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

Mengingat :

1.

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4712);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

27.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

30.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga
Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);

31.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);

32.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

33.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun
2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);

34.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan  yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

35.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 9);

36.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota



Menetapkar :

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 10);

37.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

38.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2010 Nomor 7);

39.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

40.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun
2010 Nomor 55);

41.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2010 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 63 TAHUN
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor
63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2010 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun
Anggaran 2011 terdiri atas :
1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 62.498.990.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 307.406.480.000,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp. 60.091.029.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 429.996.499.000,00

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja pegawai Rp 259.990.111.000,00

2) Belanja bunga Rp 0,00

3) Belanja subsidi Rp 0,00

4) Belanja hibah Rp 12.175.914.000,00

5) Belanja bantuan social Rp 7.368.000.000,00

6) Belanja bagi hasil Rp 0,00

7) Belanja bantuan keuangan Rp 1.276.763.000,00

8) Belanja tidak terduga Rp 1.000.000.000,00
Jmlh belanja tidak langsung Rp 281.810.788.000,00

b. Belanja Langsung :
1) Belanja pegawai
semula Rp 24.457.073.000,00 menjadi Rp 24.946.732.650,00
2) Belanja barang dan jasa
semula Rp 84.219.859.500,00 menjadi Rp 81.468.166.850,00
3) Belanja modal
semula Rp 86.935.202.176,00 menjadi Rp 89.197.235.176,00

Jmlh belanja langsung setelah perub. Rp. 195.612.134.676,00
Jmlh belanja setelah Perubahan Rp. 477.426.423.676,00
Surplus / ( defisit ) setelah Perub Rp. (47.426.423.676,00)




Diundangkan di Salatiga
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 49.626.423.676,00 pada tanggal 27 Mei 2011

b. Pengeluaran Rp 2.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp 47.426.423.676,00 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 0,00 Cap TTD

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu AGUS RUDIANTO

Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 24

Pasal 3A . .
Uraian lebih lanjut  Perubahan Penjabaran Anggaranan Sesuai dengan aslinya,
Pendapatan dan Belanja Daerah pada urusan pemerintahanng KEPALA BAGIAN HUKUM

an tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangng

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota i SETDA KOTA SALATIGA
Ini.
Pasal |l ARDIYANTARA, SH, MH
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. o
Pembina
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan NIP 19660908 199303 1 007

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Mei 2011

WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO



